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Abstrak
 

Tanah atau sumber daya agraria lainnya dalam masyarakat agraris disamping sebagai faktor produksi, juga

memiliki fungsi sosial dan politik. Oleh karenanya. setiap kelompok masyarakat mempunyal mekanisme

masing-masing dalam mengatur hubungan antar manusia berkaitan dengan tanah. Implikasi dari masalah

hubungan tersebut adalah adanya aturan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Oleh karena itu pula

hukum positif atau perundang-undangan formal mengatur hubungan antar manusia dalam hal pemilikan,

penguasaan, dan penggunaan tanah untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat.

 

Atas dasar pemikiran diatas, penulis mencoba mempelajari masalah konflik yang berkaitan dengan

kepemilikan lahan/tanah dalam tesis yang berjudul: Konflik Kepemilikan atas Lahan Perkebunan Antara

Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Sumatera

Selatan.

 

Secara umum munculnya masalah kepemilikan tanah di daerah Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

berawal dari perbedaan persepsi dalam menafsirkan hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintah dan

pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada

satu pihak persepsi hak kepemilikan atas tanah atau lahan didasarkan atas persepsi dari ketentuan pokok

agraria sementara pada pihak yang lain, masyarakat melihat masalah hak kepemilikan atas tanah atau lahan

menggunakan acuan hukum adat yang secara turun temurun ada dan telah menjadi tata nilai dalam

kehidupan masyarakat. Kompleksitas persoalan diatas ditambah lagi dengan tidak berfungsinya lembaga

adat sebagai institusi masyarakat yang legitimet dan muncul dari tata nilai masyarakat setempat. Ketidak

berfungsian lembaga adat yang ada justru disebabkan karena pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 yang

berkaitan dengan pembentukan kelembagaan pemerintah desa.

 

Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan, upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh

birokrasi setempat justru tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya. Persoalan ganti rugi

seringkali teridentiftkasi sebagai penyebab munculnya konflik, sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan

hanya sebatas pemberian ganti rugi atas lahan masyarakat yang terpakai. Sementara substansi persoalan

adalah pada persepsi kepemilikan tanah yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah maupun

perusahaan perkebunan, disamping persoalan hilangnya sumber penghidupan masyarakat Kikim yang

disebabkan karena tidak tersubtitusi sumber penghidupan masyarakat dengan pilihan-pilihan lain yang

semestinya diberikan oleh pihak perusahaan perkebunan.

 

Dari hasil analisa mendalam terhadap fenomena-fenomena sosial yang muncul serta persoalan yang

dihadapi masyarakat Kikim berkaitan dengan konflik kepemilikan atas lahan perkebunan, maka penulis
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mencoba menawarkan beberapa rekomendasi penelitian sebagai upaya menjembatani persoalan yang

berkembang secara taktis dan strategis dan berorientasi jangka panjang. Beberapa rekomendasi guna

penyelesaian konflik tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Menciptakan Model hubungan antar elemen masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses

pembangunan pada umumnya dan khususnya masalah konflik lahan/tanah.

2.	Penguatan Kelembagaan Lokal di tingkat masyarakat, dengan menempatkan Lembaga adat sebagai buffer

bagi kepentingan pembangunan masyarakat lokal dengan mengembalikan fungsi dan peran lembaga adat

dalam tata nilai kehidupan bermasyarakat.

 

Beberapa persoalan dan model penyelesaian yang penulis tampilkan tentunya masih perlu pengujian pada

tataran implementasinya. Namun demikian, penelitian ini paling tidak mencoba membedah secara

mendalam dan subtantif terhadap persoalan-persoalan yang melatar belakangi terjadi konflik, sehingga

upaya-upaya penyelesaian yang ditempuh dapat efektif dan tepat sasaran.


